]

"
2
[
b

87

BAB YV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kesimpulan penelitian

sebagai berikut:

1. Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba dan
dalam hak mewaris setelah adanya putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor
915K/Pdt/2012 semakin lama menjadi hampir sama dengan laki-laki,
khususnya dalam hal pewarisan. Perkembangan tersebut terbukti dengan
adanya beberapa putusan baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
Mahkamah Agung bahkan Peninjauan Kembali yang mengakui posisi
perempuan Batak dalam pembagian harta warisan tanpa mengurangi nilai-
nilai tradisional dari suku Batak itu sendiri. Adapun beberapa putusan yang
menjadi bukti semakin diakuinyan posisi perempuan Batak dalam pembagian
harta warisan adalah sebagai berikut Putusan Mahkamah Agung Nomor
942K/Pdt/2012, Putusan Nomor: 550PK/Pdt/2016, Putusan Nomor
439/Pdt/2015/PT-MDN.

2. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam Keluarga Batak tertentu pasti ada
yang masih belum mendapatkan anak laki-laki. Maka, jika dalam hal
pewarisan harta orangtuanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara
anak perempuannya tidak mendapatkan apapun. Hal tersebut terjadi di
keluarga yang masih menerapkan hukum adat. Alasannya dikarenakan
masyarakat Batak merupakan masyarakat adat yang menerapkan sistem
patrilineal, dimana yang sudah banyak diketahui bahwa pihak laki-laki yang
berhak dalam hal pewarisan. Hal ini terlihat pada Putusan Mahkamah Agung

»d



88

No. 942K/Pdt/2012, menyatakan bahwa warisan adalah symbol eksistensi

suatu marga oleh karena itu warisan harus jatuh ketangan laki-laki saja.

. Dalam tiap-tiap perkara, Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan

perkara selalu didasari dengan pembagian harta warisan secara Adat Batak
Toba. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa pasti masih ada
keluarga yang sangat mempertahankan kebudayaannya, khususnya dalam
pembagian harta warisan yang dimana pada Adat Batak Toba perempuan
bukanlah ahli waris. Hal tersebut juga dikarenakan dari berbagai pihak
perempuan yang masih tidak menerima jika dalam hal pembagian harta
warisan, hanya pihak laki-laki yang memiliki hak dan pihak perempuan tidak
mendapatkan apapun jika tidak meminta secara langsung kepada pewaris
disaat masih ada. Dilihat dari putusan 942K/Pdt/2012 pihak perempuan ingin
mendapatkan bagian harta warisannya bukan hanya karan tergantung dari
kebaikan hati saudara laki-lakinya, tetapi memang sudah menjadi hak nya
sebagai anak untuk mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan

oleh orangtuanya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka dapat diajukan beberapa saran

Penulisan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Masyarakat Batak Toba yang masih berpegang
pada sistem pewarisan tradisional khususnya kepada pihak laki-laki
yang setelah adanya putusan dari Pengadilan masih tetap menguasai
harta warisan yang seharusnya dibagi sama rata kepada pihak

perempuan. Hal ini juga dikarenakan semakin banyaknya



i

\
|
i
5
'H‘

89

permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan khususnya hak
perempuan batak toba dalam warisan, dapat dilihat dari beberapa
putusan yang penulis jadikan data. Penulis menyarankan agar Hukum
Adat Batak dalam hal ini pembagian harta warisan mengikuti
Perkembangan Putusan Pengadilan dan juga mengikuti Perkembangan
yang ada pada masyarakat yang membagi harta warisan sama rata.
Dalam hal hukum pembagian warisan batak yang mengikuti hukum
positif tersebut pun tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada di adat

batak toba itu sendiri.

. Disarankan kepada Masyarakat Batak Toba yang masih menerapkan

sistem pewarisan jika seorang perempuan dalam batak toba tidak
memiliki saudara laki-laki saran saya harta warisannya harus jatuh
ketangan si pewaris dalam artian perempuan itu sendiri. Dimana
perempuan itu sendiri sebagai anak kandung dari pewaris memang
éelayaknya mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Menurut
penulis, hukum adat batak toba harus memperhatikan hak-hak
seseorang pewaris. Jangan sampai harta warisan orang tua kita jatuh
ke tangan orang lain hanya karna tidak ada saudara laki-laki dari

keluarga kita.

. Disarankan kepada Hakim agar dapat memadupadankan antara nilai-

nilai adat yang ada di budaya batak dengan hukum perdata (pembagian
waris) supaya dapat menimbulkan kesimpulan yang tidak merugikan
diantara para pihak. Sehingga para pihak dapat menerima apa saja
dasar-dasar hakim dalam memutuskan perkara, dan juga agar terjada

kesetaraan hak dianatara pihak perempuan dengan pihak laki-laki.
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